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LAMPIRAN

Wawancara

“Analisis Kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelesaian Laporan Sengketa

Calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay”

A. Pedoman Wawancara untuk

1. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu (Informan Kunci)

Identitas Singkat

1.

Bisa Bapak ceritakan secara singkat jabatan dan tugas utama Bapak di

Bawaslu Kota Bengkulu?

Pemahaman Umum tentang Sengketa Ariyono Gumay

2

Bagaimana kronologi singkat sengketa yang diajukan oleh calon Walikota
Bengkulu Ariyono Gumay ke Bawaslu Kota Bengkulu?

Menurut Bapak/Ibu, apa inti permasalahan utama dalam sengketa tersebut
(misalnya terkait verifikasi faktual dukungan KTP, Berita Acara KPU, atau

hal lain)?

Kinerja dari Aspek Kualitas (Quality)

4.

Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas proses penyelesaian sengketa yang
dilakukan Bawaslu dalam kasus Ariyono Gumay?

Sejauh mana prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan sudah sesuai
dengan regulasi (UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu, SOP internal)?

Apakah dalam proses ajudikasi dan mediasi, Bawaslu mampu menjaga prinsip
imparsialitas (tidak memihak), keadilan, dan akuntabilitas? Bisa dijelaskan
contohnya.

Bagaimana Bapak/Ibu menilai kualitas putusan Bawaslu pada kasus ini?

Apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi para pihak?
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Kinerja dari Aspek Kuantitas (Quantity)

8. Selama tahapan Pilkada ini, berapa kurang lebih jumlah sengketa
proses/perselisihan yang masuk ke Bawaslu Kota Bengkulu?

9. Di antara sengketa-sengketa tersebut, bagaimana posisi kasus Ariyono Gumay
(misalnya paling kompleks, paling menyita perhatian, atau biasa saja)?

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah beban kerja Bawaslu (jumlah kasus dan tugas
pengawasan lainnya) mempengaruhi kinerja dalam menangani kasus Ariyono

Gumay?
Kinerja dari Aspek Penggunaan Waktu (Time Utilization)

11. Apakah proses penyelesaian sengketa Ariyono Gumay dapat diselesaikan
sesuai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

12. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau hambatan dalam tahapan
pemeriksaan, mediasi, ataupun pembacaan putusan? Jika iya, apa
penyebabnya?

13. Bagaimana strategi Bawaslu dalam mengatur waktu dan prioritas kerja ketika
harus menangani sengketa sambil tetap melaksanakan tugas pengawasan

lainnya?
Kinerja dari Aspek Kerja Sama (Cooperation)

14. Bagaimana pola koordinasi antara Bawaslu Kota Bengkulu dengan KPU Kota
Bengkulu dalam proses penyelesaian sengketa ini?

15. Sejauh mana dukungan dan kerja sama dari pihak lain (Polri, aparat
pemerintah, tim paslon, dan pihak terkait lain) dalam kelancaran proses
sengketa?

16. Apakah ada kendala komunikasi atau perbedaan interpretasi regulasi di antara

lembaga yang terlibat?
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Hambatan dan Tantangan

17. Apa saja kendala utama yang Bapak/Ibu rasakan dalam penyelesaian sengketa
yang diajukan oleh Ariyono Gumay (misalnya SDM, anggaran, bukti, tekanan
politik, opini publik)?

18. Sejauh mana faktor tekanan politik atau sorotan publik mempengaruhi proses

dan keputusan Bawaslu dalam kasus ini?
B. Pedoman Wawancara
2. Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa (Informan Utama)
Pemahaman Peran dan Tugas

1. Apa saja tugas spesifik Bapak/Ibu sebagai anggota divisi penyelesaian
sengketa di Bawaslu Kota Bengkulu?

2. Apa saja tahapan yang Bapak/Ibu lakukan saat menangani sengketa yang
diajukan oleh Ariyono Gumay?

Aspek Kualitas

3. Bagaimana prosedur teknis (penerimaan permohonan, registrasi, verifikasi
formil dan materil, mediasi, ajudikasi) diterapkan dalam kasus ini?

4. Apakah ada kesulitan dalam menginterpretasikan regulasi terkait verifikasi
faktual dukungan KTP yang menjadi objek sengketa?

5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa objektif dan transparan proses sidang

ajudikasi yang dilakukan?
Aspek Kuantitas

6. Dalam periode Pilkada ini, berapa jumlah sengketa yang Bapak/Ibu
tangani, dan bagaimana perbandingannya dengan kasus Ariyono Gumay
dari sisi kompleksitas pekerjaan?

7. Apakah beban kerja yang padat berpengaruh pada ketelitian dan kualitas

analisis dalam kasus ini?
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Aspek Waktu

8. Berapa lama proses penyelesaian sengketa Ariyono Gumay sejak
permohonan masuk hingga keluarnya putusan?
9. Apa saja faktor yang mempercepat atau justru memperlambat proses

tersebut?
Aspek Kerja Sama

10. Bagaimana koordinasi internal antar divisi di Bawaslu (penanganan
pelanggaran, hukum, pengawasan) dalam menangani kasus ini?
11. Sejauh mana keterbukaan informasi dari KPU dan pihak pelapor/terlapor

mendukung kelancaran proses penyelesaian sengketa?
Hambatan dan Solusi

12. Apa hambatan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengumpulkan
bukti, memeriksa saksi, atau mengklarifikasi pihak-pihak terkait?

13. Upaya apa yang dilakukan Bawaslu untuk mengatasi hambatan tersebut?
Refleksi Kinerja

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah putusan Bawaslu dalam kasus ini sudah
merupakan putusan terbaik dalam batas kewenangan dan bukti yang
tersedia?

15. Apa pelajaran penting yang Bapak/Ibu dapatkan dari kasus ini untuk

perbaikan penanganan sengketa di Pilkada berikutnya?
C. Pedoman Wawancara
3. Sekretaris Bawaslu Kota Bengkulu (Informan Pendukung)
Peran Sekretariat

1. Apa saja tugas Sekretariat Bawaslu terkait dukungan administrasi dan

keuangan dalam proses penyelesaian sengketa?
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2. Bagaimana peran Sekretariat dalam mendukung penanganan kasus

sengketa Ariyono Gumay?
Aspek Penggunaan Waktu dan Administrasi

3. Bagaimana pengelolaan administrasi surat-menyurat, pencatatan, dan arsip
dalam kasus ini?
4. Apakah ada kendala administratif yang mempengaruhi kelancaran dan

ketepatan waktu proses sengketa?
Aspek Pengelolaan Anggaran dan Dukungan Sarana

5. Sejauh mana ketersediaan anggaran dan sarana prasarana (ruang sidang,
dokumen, perangkat IT, SDM administrasi) mendukung penyelesaian
sengketa ini?

6. Apakah ada keterbatasan fasilitas yang berdampak pada efektivitas kinerja

Bawaslu dalam kasus ini?
Kerja Sama Internal

7. Bagaimana koordinasi antara Sekretariat dan Komisioner Bawaslu selama
proses berlangsung?

8. Apakah komunikasi dan pembagian tugas sudah berjalan efektif?
Evaluasi

9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki dari sisi administratif dan
manajerial agar kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa ke depan

lebih baik?
D. Pedoman Wawancara
4. Staf Teknis Penanganan Sengketa (Informan Pendukung)

1. Apa tugas teknis yang Bapak/Ibu lakukan dalam penyelesaian sengketa

Ariyono Gumay?
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. Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data/dokumen yang

menjadi bukti dalam kasus ini?

. Apakah ada kesulitan teknis dalam memastikan keakuratan dan
kelengkapan data (misalnya data dukungan KTP, Berita Acara, dan lain-

lain)?

. Bagaimana Bapak/Ibu menilai penggunaan waktu dalam pelaksanaan

tugas teknis (apakah sempit, cukup, atau longgar)?
. Apakah koordinasi dengan komisioner dan sekretariat berjalan lancar?

. Menurut Bapak/Ibu, dari sudut pandang teknis, apa kekuatan dan

kelemahan kinerja Bawaslu dalam penanganan sengketa ini?
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